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Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei 
2000.Undang– undang tentang jasa konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur 
hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan  pekerjaan 
konstruksi. Perjanjian Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi 
Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong Dan Bumijawa Tahun 
Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul Bumijawa 
dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara 
penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melaksanakan,menyelesaikan dan 
memelihara pekerjaan pada jasa konstruksi.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam  kasus jasa kontruksi antara 
Cv Raffi persada dengan  Pemda Slawi. Dalam penelitian ini menggunakan 
putusan Mahkamah Agung No.8/Pdt.G/2019/PN Slw yaitu sengketa antara 
Cv.Raffi persada  sebagai penyedia jasa (Termohon Kasasi/Penggugat) melawan 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum(Para Pemohon/tergugat).  
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan 
(Library Research), dengan menganalisis pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang jasa konstruksi. Penulisan dalam 
analisis putusan ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach).    
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai hasil Putusan Nomor 
8/Pdt.G/2019/PN Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak 
Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi. Pengguna 
jasa telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani dan 
disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan pembayaran 
kepada penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada.Hak dan kewajiban di dalam 
ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus di pertanggung 
jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa 
tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.  
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Bidang Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang ekonomi yang 
mempunyai peran terpenting dalam menunjang terwujudnya tujuan 
pembangunan nasional. Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi 
yang mengadakan suatu hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa 
berdasarkan atas hukum,serta dituangkan dalam bentuk kontrak kerja 
konstruksi. Bidang jasa konstruksi diatur dengan undang- undang Nomor 
18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun 
kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei 2000.Undang - undang jasa konstruksi 
diatur secara lengkap dan rinci,baik dalam UUD No 18 tahun 1999 
maupun dalam peraturan pemerintahan sebagai pelaksanaannya. Jasa 
konstruksi memiliki peranan penting dalam peningkatan infrastruktur guna 
terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata. Jasa konstruksi 
juga berperan dalam perkembangan industri barang dan jasa yang di 
perlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indusri konstruksi 
secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan 
penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap 
bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.1 
Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam 
pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan 
pembangunan nasional,dimana pembangunan nasional bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan 
Undng - Undang Dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai 
bidang pembangunan ,jasa kontruksi berperan pula untuk mendukung 
berbagai bidang pembangunan,jasa konstruksi berperan pula untuk 
mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa 
 
1 Seng Hasen, 2015, Manajemen Kontrak Konstuksi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.3.   
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yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerja konstruksi. Sebelum 
dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksu,Jasa 
konstruksi diatur dalam KUH Perdata dengan istilah jasa pemborongan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa 
Konstruksi (selanjutnya disebut UUJK)dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi 
adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,layanan 
jasa pelaksaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi terdiri 
dari pengguna jasa(Dalam skripsi ini Pemda Slawi) dan penyedia jasa dlm 
skripsi ini adalah CV.Raffi Persada). Pengguna jasa dan penyedia jasa 
dapat merupakan perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan 
hukum mapun yang bukan berbentuk badan hukum. 
Dalam rangka mencari pelaksana jasa yang benar-benar berbobot 
untuk melaksanakan pembangunan fisik,maka terdapat beberapa syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana jasa/kontraktor yang ingin ikut 
serta dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,antara lain :  
1. Telah lulus prakualisasi sesuai dengan bidang dan klarifikasi yang  
telah ditentukan. 
2. Tidak termaksuk Daftar Hitam Rekanan 
Syarat - syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi 
penyedia jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan dan ini merupakan seleksi 
pendahuluan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pada kualifikasi yang 
dinilai adalah kemampuannya dalam menangani proyek,termaksuk 
kemampuan modal yang cukup untuk membiayai pekerjaan selama 
borongan itu belum diserahterimakan. 
CV.Raffi persada merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah 
beberapa kali melaksanakan kontrak konstruksi yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah.Dalam hal ini Pekerjaan Pembangunan jalandi 
Sumbaga - Carul Bumi Jawamerupakan salah satu contoh pekerjaan yang 
telah diserahkan oleh Dinas Pekerja Umum Tegal kepada CV.Raffi 
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Persada melalui penunjukan langsung.Sebelum melaksanakan pekerjaan 
tersebut,tentunya ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting 
dalam merumuskan tujuan para pihak dalam suatu proyek konstruksi ialah 
dengan dibuatnya perjanjian.Para pihak yang telah disepakat untuk 
mengerjakan suatu proyek biasanya akan membuat suatu perjanjian atau 
biasa disebut dengan kontrak konstruksi. 
Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengadaan jasa 
konstruksi menurut UUJK adalah suatu perjanjian antara dua pihak antara 
pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk 
melaksanakan sesuatu pekerjaan berupa pembangunan suatu objek tertentu 
dengan ongkos tertentu pula. 
Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian 
menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau 
persetujuan tertulis.2 Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang 
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.3Dalam 
pelaksanaannya,kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bentuk dokumen 
yang dikenal dengan dokumen kontrak kerja konstruksi. Dokumen 
tersebut yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan 
konstruksi termaksuk mengenai susunan (model, letak) dari suatu 
bangunan yang dijadikan objek kontrak. 
HS.Salim mengatakan bahwa di dalam suatu dokumen kontrak jasa 
konstruksi memuat atau meliputi hal-hal sebagai berikut :  
a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan  
penyedia jasa. 
b. Dokumen lelang,yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa 
yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan 
atau penawaran untuk melaksanakan tugas yang berisi lingkup 
 
2 R.Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta ,hlm 1 
 
3 Pasal 1313 KUH Perdata 
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tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan 
administrasi, kondisi kontrak). 
c. Usulan atau penawaran,yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia  
jasa berdasarkan documen  lelang yang berisi metode, harga, 
penawaran, jadwal waktu dan sumber daya. 
d. Berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan  
penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh 
pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang 
menimbulkan keraguan. 
e. Surat pernyataan dari pengguna jasa yang menyatakan 
kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.4 
Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan bagi para pihak 
yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian yang perlu diperhatikan 
bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian adalah 
apapun yang telah diperjanjikannya secara sah berdasarkan hukum harus 
dilakulan dengan iktikad baik sebagai hukum bagi mereka,untuk 
melaksanakan,menyelesaikan dan memelihara pekerjaan termaksuk 
bagian-bagiannya serta termaksuk denda jika terjadi kelalaian atau tidak 
sesuai bestek. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum 
yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang 
mengadakan suatu hubunga hukum.Sebagai mana layaknya suatu 
perjanjian di mana si debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya 
atau memenuhi prestasinya.Jika ada pihak yang tidak melakukan isi 
perjanjian itu dinamakan wanprestasi. 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 
antara kreditur dengan debitur.5Namun demikian,tentunya dalam 
 
4Salim,H.S., 2003,Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm.90. 
5 Salim HS, 2006 , Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak  . Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm 98. 
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melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang 
dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.Dalam keadaan 
demikian,berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul 
akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian 
kerugian atau pemenuhan. 
Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana 
bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa 
yang dimuat dalam kontrak.Akan tetapi, dalam kenyataannya masih 
terdapat pengguna jasa konstruksi yang tidak melaksanakan prestasinya 
terkait dengan pembiayaan kepada pelaksana jasa kontruksi jalan 
sebagaimana yang telah ditentukan. 
Demikian dalam hal pembangunan konstruksi jalan di Sumbaga - 
Carul Bumi Jawa. Pihak pengguna kurang memperhatikan resiko yang 
mungkin terjafi dalam pelaksana pembangunan tersebut, sehingga 
menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa 
pembiayaan dalam rincian anggaran yang sudah direncanakan dan 
disepakati oleh kedua belah pihak di dalam prestasinya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
menganalisiskasus tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis 
Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang 
Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan 
Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi ”. 
B. RumusanMasalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
 
1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan 
perkara wanprestasi terkait Putusan Pengadilan Negeri Slawi 
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No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi 
Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan 
Pemda Slawi? 
2. Apakah akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi 
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw  bagi para pihak? 
 
C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis pelaksanaan 
perjanjian jasa konstruksi antara penyedia jasadan penerima jasa. 
b. Mengetahuihak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan 
pasal-pasal yang tertera di dalam surat perjanjian konstruksi. 
2. ManfaatPenelitian : 
Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya 
baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
a. Secara teoritis 
1. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hokum 
khususnya pelaksaan kontrak kerja konstruksi. 
2. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman 
penelitian penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu 
hokum khususnya hokum kontrak konstruksi. 
b. Secara praktis 
1. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
pertimbangan bagi para pihak dalam meyelesaikan sengketa 
wanprestasi pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. 
2. Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat 
menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana 
upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak 





Dalam rangka menghindari pengulangan penelitian, penulis 
melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang memiliki 
keterkaitan dan/atau kesamaan dengan penelitian penulis. Setelah 
melakukan penelusuran terkait tema Tentang Perkara Gugatan wanprestasi 
Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan, diperoleh beberapa penelitian ,antara 
lain: 
1. Penelitian Akhmad Nopriansyah M, Fakultas Hukum Universitas 
Lampung 2018, Skripsi ini berjudul "Perjanjian Kerja Konstruksi 
pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga satu 
Pratama)". Penelitian ini mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi 
antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat 
Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi 
Besar Simpang Pematang Pematang Panggang dalam Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Bujung Tenuk Simpang Pematang IA (KM.122 & 
KM. 173) Tahun Anggaran 2010, dimana kontrak kerja konstruksi 
antara kedua belah pihak telah sesuai atau tidak dengan ketentuan 
kontrak kerja yang termuat dalam peraturan perundangan terkait. 
Pekerjaan konstruksi ini merupakan Kontrak Kerja Konstruksi Harga 
Satuan yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal 
perjanjian ini ditandatangani yaitu pada tanggal 21 April 2010 (dua 
puluh satu April dua ribu sepuluh) dengan Surat Perintah Kerja 
Konstruksi Harga Satuan Nomor: KU.08.08/KTR-03/BT-SP-
IA/IV/2010 .6 
2. Penelitian Kurniawan Seto,Busro Achmad,Jurnal Notarius 
Vol.11,Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 
2018,Jurnal ini berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan 
 
6 Akhmad Nopriansyah M, Skripsi : “Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya 
(Studi pada PT Rindang Tiga satu Pratama". ( Lampung : Universitas Lampung,2018). 
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dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Brebes dengan C.V. Aria Duta”. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian 
pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah 
terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian 
pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah 
sebesar 1 ‰ (seribu permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari 
ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta 
harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak 
pengguna barang/jasa.7 
3. Penelitian Siregar Rudi Efendi,Fakultas Hukum Universitas Sumatra 
Utara 2018, Skripsi ini berjudul“Tinjauan Yuridis atas kontrak 
pengaan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas 
Utara dengan PT. Putra El Khoir”. Berdasarkan hasil penelitian, 
dapat disimpulkan dari skripsi ini yaitu bahwa kontrak pembuatan 
jalan raya ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para 
pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dimana Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara 
sebagai pihak pemberi pekerjaan bertanggung jawab atas penyediaan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengawasi dan memerikasa 
pekerjaan dengan meminta laporan periodik dan melakukan 
pembayaran terhadap prestasi yang telah diselesaikan seratus persen 
 
7 Kurniawan Seto,Busro Achmad, “Jurnal Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan dibawah 
Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta” 





dengan baik oleh penyedia jasa. Sedang PT. Putra El Khoir sebagai 
pihak penyedia jasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan 
sesuai jadwal, melaporkan pelaksanaan secara periodik, menyerahkan 
hasil pekerjaan dan menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan. 
Penyelesiaan sengketa yang timbul didalam kontrak kerja pembuatan 
jalan raya dilakukan secara musyawarah namun apabila tidak dapat 
diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesiakan menurut 
peraturan prosedur lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI) sebagai pemutus sengketa.8 
4. Penelitian Fauzul Ridho, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 
2019, Skripsi ini berjudul “Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak 
Kerja Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Pasman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-
Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh 
CV.Sikoember).”Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari 
skripsi ini yaituKontrak yang dibuat pemerintah bersama penyedia jasa 
tidak selalu terlaksana dengan baik, tidak sedikit juga terjadi 
permasalahan yang timbul pada saat proses pelaksanaan kontrak 
tersebut. Seperti pada kegiatan Peningkatan Jalan Mudiak AirLundar 
yang berlokasi di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang 
dikerjakan oleh CV.Sikoember bersama Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang Kabupaten Pasaman yang disepakati melalui Surat 
Perjanjian/ Kontrak Nomor : 620/040/SP/BM/DPUTRPAS/2017 
tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 599.963.000,00. Dalam perjanjian 
antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Kabupaten Pasaman diketahui bahwa, CV.Sikoember telah melakukan 
 
8 Siregar Rudi Efendi, Skripsi : “Tinjauan Yuridis atas kontrak pengaan barang dalam pembuatan 
jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara 




wanprestasi yaitu, keterlambatan penyelesaian serta penyerahan 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedulle dalam kontrak. 
Berdasarkan isi perjanjian/kontrak tersebut, maka CV.Sikoember 
dikenakan sanksi berupa denda akibat keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan. Disebabkan karena sulitnya beberapa item peralatan untuk 
sampai kelokasi, seperti : Dump truck muatan 10 ton, Tandem roller 
(mesing giling) 6-8 ton, Water tank 3000-4500 Liter, serta kondisi 
cuaca dan hujan yang berkepanjangan menyebabkan pekerjaan 
dilapangan mengalami kendala dalam pelaksanaan.9 
 
E. MetodePenelitian 
Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana 
dilakukan dengan metode ilmu, bertujuan untuk mendapatkan data baru 
guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala 
atau hipotesi yang ada, sedangkan metode ilmiah sendiri diartikan sebagai 
suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan10. 
Berikut ini adalah metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
1) Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian 
yang digunakan ialah penelitian hukum normatif(doktirner yuridis) dengan 
pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian hukum normatif yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data 
sekunder).11 Nama lain dari penelitian hukum normatif, juga disebut 
sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Artinya dalam 
melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan 
 
9 Fauzul Ridho, Skripsi : “Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten  Pasman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-
Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV.Sikoember).” (Sumatra Barat : Universitas 
Andalas Padang 2019). 
10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),  hlm. 1. 
11Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, hlm 13. 
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melihat data - datakepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan 
Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan 
wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi 
Persada dan Pemda Slawi. 
2) Sumber Data& Bahan Hukum 
Sumber Data & Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer.Sehingga dalam penelitian ini 
penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, Buku-buku, hasil karya ilmiah 
para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-
jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan 
Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan 
wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda 
Slawi dan C.V Raffi Persada. 
 
b. Bahan Hukum  
Sedangkan Bahan hukum yang digunakan penulis untuk dalam 
melakukan penelitian ini adalah : 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang perubahan 
4. Library Research, Jurnal- jurnal hukum karya tulis ilmiah 
makalah- makalah yang berkaitan dengan materi penulisan 
penelitian ini. 




3) Metode Pengumpulan Data  
Dalam teknik pengumpulan data, Dalam penelitian penulis 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumen 
- dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri 
Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi 
Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V 
Raffi Persada. Bahan penilitian berupa arsip putusan. 
 
4) Teknik Analisis Data 
Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan di 
identifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendekripsikan 
dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum sekunder. Melalui 
sistematika bahan hukum data yang digunakan di dalam penelitian ini 
adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Bahan pustaka yang 
dimaksud terdiri dari bahan hukum sekunder yaitu peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam sub sistematika penulisan ini akan di kemukakan sistematika 
skripsi sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN 
Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 




Tinjauan Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu 
tentang konsep perjanjian, sub bab dua berisi teori-teori dalam 
pelaksanaan perjanjian, dan sub bab ke tiga yaitu membahas tentang 
tinjauan perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi.  
BAB III : Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN 
Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja 
Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. 
Dalam bab ini menguraikan tentang objek penelitian yaitu yang 
meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, 
putusan No.8/Pdt.G/2019/PN Slw. Dasar pertimbangan hakim 
terhadap putusan Nomor No.8/Pdt.G/2019/PN Slw. 
BAB IV : Analisis Putusan terhadap Upaya Penyelesaian 
Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi 
antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada. 
Dalam bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana Analisis 
Putusan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak 
Kerja Konstruksi antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi 
Persada. 
 
BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 
saran dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian 
bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini 
sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang 






TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERJANJIAN, WANPRESTASI 
DAN PERJANJIANKONTRAK KARYA 
 
A. Tinjauan Umum tentangKonsep Perjanjian. 
 
1. Pengertian Perjanjian 
Perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya 
peristiwa hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan 
merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa 
perbuatan, misalnya jual beli dan hutang-piutang. 
Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih lainya. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.12Menurut Prodjodikoro bahwa 
yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta 
benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji 
untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak 
lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.13 
Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal.14Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana 
 
12 Abdulkadir Muhammad. 2000,Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ke-III. Bandung. PT.Citra 
Aditya Bakti. Hlm: 225 
13Wiryono Prodjodikoro, 1979,Asas-asas Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-VIII. 
Bandung.Bale.Hlm: 9 
14R. Subekti, 1996,Hukum Perjanjian, Jakarta. PT. Intermessa. Hlm: 1 
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seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.15Menurut Sudikmo 
Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu 
sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban 
yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu 
menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat 
hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.16 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat 
yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat 
akibathukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 
KUHPerdata, sayarat-sayarat sah perjanjian:17 
a. Ada persetujuan kehendak (consensus). 
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai 
pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga 
dikehendaki oleh pihak lainya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi 
dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak 
mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan 
syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan 
pihak yang lainya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian 
sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan 
kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari 
pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga 
termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak 
ada penipuan. 
b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity) 
Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan 
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 
 
15Setiawan, 1999,Pokok-pokok Hukum Perikatan,Cetakan ke- VI. Bandung. Putra ABardin. Hlm: 
77 
16Sudikno Mertokusumo. 1990. Mengenal Hukum. Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97 
17Ibid. Hlm: 228 
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akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan 
perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai 
umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang 
yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:18 
1. Orang-orang yang belum dewasa 
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan 
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang- undang 
Dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah 
dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung) Akibat hukum ketidakcakapan 
membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan 
pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan 
maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan 
perjanjian tersebut. 
c. Ada suatu hal tertentu (objek) 
Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib 
dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi 
pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan 
pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau 
objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak 
mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig,void). 
d. Ada suatu sebab yang halal (causa) 
Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang 
untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan 
bahwa ”suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu 
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam 
Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab,13 
tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang 
dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal 
 
18R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2006. Jakarta. 
Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 341 
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menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh 
undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban 
umum.19 
 
3. Asas-asas Perjanjian 
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar 
kehendak pihak pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut 
adalahsebagai berikut: 
a. Asas kebebasan berkontrak 
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur 
atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh 
tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. 
b. Asas Pelengkap 
Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak 
diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan 
sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila 
dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah 
ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban 
pihak-pihak saja. 
c. Asas Konsensual 
Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara 
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.Sejak saat itu perjanjian mengikat 
dan mempunyai akibat hukum. 
d. Asas Obligator 
Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu 
baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan 
hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian 
yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui 
penyerahan(levering). 
 




4. Jenis-jenis Perjanjian 
Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan menurut kriteria masing-masingsebagai 
berikut: 
a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak 
Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi.Perjanjian timbal 
balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi 
secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. 
Perjanjian sepihakadalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu 
berprestasi dan memberihak kepada pihak yang lain untuk menerima 
prestasi, misalnya perjanjia hibah, hadiah. 
b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama 
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, 
yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya 
terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, 
pengangkutan, melakukan pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Dalam 
KUHPerdata diatur dalam title V-XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian 
tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan 
jumlahnya tidak terbatas. 
c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan 
Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, 
misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, 
penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, 
penjualberhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda 
yangdibeli.Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak 
milikdalam jual-beli, hibah, dan tukar-menukar sedangkan dalam perjanjian 
lainnyahanya memindahkan penguasaan atas benda (bezit) misalnya dalam 
sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai. 
d. Perjanjian Konsensual dan Real 
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf 
menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak.Tujuan perjanjian 
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baru tercapai apabila ada tindakan realisasi dari hak dan kewajiban 
tersebut.Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus 
realisasitujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.20 
 
5. Berakhirnya Perjanjian 
a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir 
Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, 
maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara 
otomatis berakhirlah perjanjian yang telah diadakan para pihak. 
b. Salah Satu Pihak Menyimpang dari Apa yang Diperjanjikan 
Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa 
yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat menyatakan bahwa 
perjanjiantersebut telah berakhir. 
c. Jika Ada Bukti Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan) 
Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada 
bukti bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa 
yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dinyatakan 
berakhir oleh pihak yang lainnya.21 
 
6. Wanprestasi 
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang 
telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur 
disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: 
a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban 
maupun karena kelalaian. 
b. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar 
kemampuan debitur. 
 
20Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 225-228. 
21Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 2004,Jakarta: 




Dalam KUHPerdata, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yang 
menyatakanbahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau 
dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya 
sendiri,ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai 
denganlewatnya waktu yang ditentukan.”22Untuk mengetahui sejak kapan 
debiturdalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan 
ituditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam 
hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu 
memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah 
ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnyatenggang 
waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. 
Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa 
debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu 
itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. 
Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. 
Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukanmelalui 
Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan 
perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepadadebitur, yang 
disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya 
melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada 
debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut“ingebreke stelling”.23 
 
7. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi 
Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan 
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja 
atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu: 
a. Debitur tidakmemenuhi prestasi sama sekali. 
b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 
 
22R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.cit., hlm 323. 
23Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 204. 
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c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.24 
 
8. Akibat Hukum Wanprestasi 
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah 
hukuman 
atau sanksi hukum berikut ini: 
a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita 
olehkreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). 
b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan 
ataupembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). 
c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih 
kepadadebitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). 
d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, 
ataupembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH 
Perdata). 
e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka 
Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian dalam Prespektif Hukum 
Islam (Qu’an dan Hadist). 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam prespektif Hukum Islam 
(Qu’an dan Hadist). 
Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut عقد berasal dari  يعقد –عقد
عقد   - yang berarti mengikat, mengumpulkan. عقد yang asal katanya berarti 
mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah “mengumpulkan dua tepi tali 
dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya 
 
24J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), 1999, Bandung: PT Alumni, hlm 122. 
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bersambung menjadi sebagai sepotong benda.25 Para fuqaha memakai juga istilah 
akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli. 
Adapun menurut istilah syara’, Dr. as- Sanhury dalam kitabnya Nazariyyah al- 
‘Aqd mengutip dari kitab Mursyid al- Hairan sebagai berikut: 
ادرمنإحدالعاقدينبقبوَّلآلخرعلىوجهيثبتأثرهفيالمعقودعليه  العقدهوعبارةإرطباطاإليجابالص 
Dalam istilah lain, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut: 
Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ 
yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah 
pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul 
adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.26 
Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui 
bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak 
berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan 
beberapa hukum syara’ yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad 
tersebut. Selain itu ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup 
juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam 
hati, meskipun merupakan keinginan satu pihak seperti wakaf, hibah dan 
sebagainya.27 
Akad yang merupakan perikatan ijab dan kabul ini merupakan salah satu 
sebab tamallu’ (memiliki) harta benda yang hukumnya diperbolehkan dalam 
Islam. Sebagai dasar hukumnya secara umum dapat ditelusuri dari firman Allah: 
الذينامنواَّلتأكلواأموالكمبينكمبالباطإلَّل أنتكونتجارةعنتراضمنكميآي ها  
 
25T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 
Putra, 1997), hlm 26. 
26Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 
Press, 2000), hlm 65. 
27Ibid, hlm 66. 
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Penjelasan dari SurahAn- Nisa’ Ayat 29 di atas memberi pengertian, bahwa 
hukum asal dalam memiliki harta orang lain atau menghalalkan memiliki harta 
orang lain adalah kerelaan pemiliknya, baik secara tukar menukar, jual beli 
maupun dengan jalan pemberian. 
Selanjutnya, akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka 
tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. 
Allah berfirman:  
ْيدِ  ُمِحل ِي َغْيرَ  َعلَْيُكمْ  يُتْلَىٰ  َما إَِّلَّ  اْْلَْنعَامِ  بَِهيَمةُ  لَُكمْ  أُِحلَّتْ   ۚبِاْلعُقُودِ  أَْوفُوا واآَمنُ  الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  إِنَّ   ُۗحُرمٌ  َوأَْنتُمْ  الصَّ
 َ يُِريدُ  َما يَْحُكمُ  َّللاَّ  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.” 
Penjelasan dari SurahAl- Māidah ayat 1 di atas memberi pengertian,  bahwa 
manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang 
dibuatnya. 
Sebagaimana diketahui, bahwa aturan-aturan yang tercantum dalam al- 
Qur’an. Sehingga tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang hukum 
akad dalam segala seginya. Oleh karena itu, untuk memperoleh ketentuan-
ketentuan hukum akad dalam mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada 
usaha pemikiran para ulama yang disebut ijtihad. 
Di samping ketiga hal di atas, di antara yang dapat dijadikan landasan 
hukum perjanjian adalah pertimbangan suatu adat/kebiasaan yang telah berlaku 
dalam peri kehidupan masyarakat yang bersifat positif. Hal ini sesuai dengan 
kaidah yang telah penyusun sebutkan dalam bab pendahuluan, bahwa adat 
(kebiasaan) itu dapat menjadi suatu ketetapan hukum. 
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Adat (kebiasaan) disebut juga ‘urf, sebagaimana telah dikemukakan oleh ‘Abd al- 
Wahhab Khallaf dalam kitabnya ‘Ilm Usul Fiqh: 
ىالعادة.  وفىلسانالش رعي ين : َّلفرقبينالعرفوالعادة28  العرفهوماتعارفهالن اسوسارواعليهمنقوْلوفعألوتركويسم 
Adapun ‘urf /adat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
1. Adat yang sahih, yaitu apa yang sudah biasa diketahui oleh manusia secara 
umum dan mereka melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil 
syara’, tidak menghalalkan barang yang haram atau tidak mengharamkan 
barang yang halal. 
2. Adat yang fasid adalah apa yang sudah diketahui manusia secara umum dan 
dijalankan, tetapi bertentangan dengan syara’. 
Menurut ‘Abd al- Wahhab Khallaf, memelihara adat yang sahih adalah wajib 
dalam syari’at Islam dan bagi hakim dalam mengambil keputusan (pengadilan). 
Sedang adat yang fasid tidak wajib dipelihara, karena bertentangan dengan dalil 
atau membatalkan hukum syara’.29 
2. Rukun dan Syarat Perjanjian 
Dengan memperhatikan pengertian akad (perjanjian) di atas, dapatlah 
diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal, yaitu: 
a. ‘Aqid (pihak-pihak yang berakad). Mengenai ‘aqid ini masing-masing pihak 
dapat terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang. 
b. Mahallu al- ‘aqdi atau ma’qud ‘alaihi. Yaitu benda yang berlaku padanya 
hukum akad atau disebut juga dengan objek akad.] 
c. Maudhu’u al- ‘aqdi. Yaitu tujuan diadakannya akad atau maksud pokok dari 
akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam 
akad yang serupa. 
 
• Rukun akad (ijab dan kabul). 
 
28‘Abd al- Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul Fiqh, cet. 8, ( Kuwait: Dar al- Qalam, 1978), hlm 88. 
29 Ibid, hlm 89-90. 
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Ijab dan kabul dinamakan sigat al- ‘aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan 
kepada kehendak kedua belah pihak. Sigat al- ‘aqdi ini memerlukan tiga syarat: 
1. Harus terang pengertiannya. 
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. 
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.30 
Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa 
ataupun tindakan. Dengan demikian, suatu akad dipandang batal/tidak sah jika 
tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya. 
Selanjutnya agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum 
diperlukan batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Berada dalam satu majelis. 
2. Adanya kesesuaian  antara ijab dan kabul. 
3. Hendaknya ijab dan kabul tidak ditarik kembali sebelum adanya kabul. 
Adapun yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, untuk sahnya ijab dan 
kabul diperlukan syarat-syarat: 
1. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah 
mencapai tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang 
diucapkan, sehingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan 
hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang 
cakap melakukan tindakan- tindakan hukum. 
2. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad. 
3. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua 
belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis 
diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi 
apabila ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak 
kedua. Dengan demikian, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak 
kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis 
 
30T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, hlm 28-29. 
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akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan 
menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.31 
Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad 
harus benar-benar merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 
Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak 
kecil yang belum mencapai tamyiz. Hal ini sesuai dengan sabda nabi: 
 رفعالقلمعنثالثة : عنالن ائمحت ىيستيقظوعنالص غيرحت ىيكبروعنالمجنونحتى يعقألويفيق 32
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ijab dan kabul dinamakan sigat al- ‘aqd 
yaitu suatu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua bela pihak. Dengan kata 
lain, sigat al- ‘aqd adalah cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan 
pernyataan kehendak itu dinyatakan. 
                Menurut Ahmad Azhar Basyir, sigat akad dapat dilakukan dengan cara 
lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya 
ijab dan kabul, dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam 
ijab dan kabul.33 
Sigat secara lisan merupakan cara alami untuk menyatakan keinginan hati 
seseorang. Oleh karena itu, telah dipandang sah atau terjadi apabila ijab dan kabul 
dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai 
bahasa yang dipergunakan tidak terikat oleh aturan-aturan khusus asal dapat 
dipahami oleh pihak-pihak di dalamnya, agar tidak menimbulkan perselisihan atau 
persengketaan di kemudian hari. 
3. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi 
Ḏaman al-‘aqd Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari 
akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang 
 
31Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum mu’amalat, hlm 66-67. 
32Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah,  (Beirut: Dar al- Fikr, t.t. ) I : 629. Hadis riwayat Ibnu Majah dari 
Ali Abi Thalib. 
33Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, hlm 68. 
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mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad 
tersebut. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud 
(kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas 
pihak yang mungkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur). 
Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar 
janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat 
dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Jadi tanggung jawab 
akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang 
dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada 
kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-
akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur. 
Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan 
dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat 
untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini 
segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat 
dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh 
mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang 
merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa‚akad-akad dapat 
dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan 
maksud akad-akad tersebut.34 
Firman Allah al-Baqarah ayat 282.  
 ا ْكتُوبوه ُو َج ٍل وم َس مى َف َ ٰى أ َِل ٍن إ َدْي ِ ْم ب ْنتو ا َت َداَي ِذَ ِذي َن آ َمنوها إ يُّ َهاالَّ َ يَا أ 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamumenuliskannya”. Setiap perjanjian 
wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, 
pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi 
jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. 
 
34 Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi’uhu wahdafuhu, Alih 




Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut 
daman akad (ḏaman al-aqd). Hanya saja perlu diketahui bahwa dengan (tanggung 
jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang daman (tanggung jawab 
perdata) secara keseluruhan. Karena disamping daman akad, dalam hukum Islam 
terdapat pula apa yang disebut daman udwan (ḏaman al-udwan), yaitu tanggung 
jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). 
Dengan kata lain, daman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu:  
a. Daman akad (ḏaman al-aqd), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan 
ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad. 
b. Daman udwan (ḏaman al-udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk 
memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi‟l 
aḏ-ḏarr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan 
melawan hukum. 
Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan 
kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah 
mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-
perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda 
Rasulullah saw : Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang 
munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia 
mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas 
maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada 
unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, 
yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang 
dibebankan kepadan Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik 
dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini 
merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur 
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kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat 
overmacht (keadaan memaksa). 
C. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi. 
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi. 
Perjanjian untuk melakukan pemborongan pekerjaan dapat dilihat dalam 
Buku KUH Perdata Bab VII A pada bagian ke Satu (I), mengenai Ketentuan-
ketentuan Umum. Dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
disebutkan : Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu, sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan 
bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang 
ditentukan.Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourching) adalah perjanjian 
yang dibuat secara tertulis mengenai penyerahan sebagai pekerjaan kepada 
perusahaan lain. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan adalah perjanjian yang 
dibuat secara tertulis untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan 
sebagian pekerjaan perusahaan pemberian pekerjaan. 
Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian pemborongan adalahperjanjian 
antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seseorangyang lain (pihak 
yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertamamenghendaki suatu hasil 
pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain tersebutserta adanya suatu pembayaran 
uang tertentu sebagai harga pemborongan.35 
Saat ini jasa pemborongan atau jasa konstruksi telah diatur dalamUndang-
undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi dalam 
Undang-undang ini adalahLayanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, 
layanan jasa konsultasiperencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa 
konsultasi pengawasanpekerjaan konstruksi. 
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan  
 
35Subekti, R, Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.70 
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Dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam perjanjian jasa 
pemborongan atau jasa konstruksi biasanya terdapat 4 (empat) pihak, antara lain : 
a. Pengguna jasa atau pemberi tugas atau bouwheer, yaitu orangperseorangan 
atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang 
memerlukan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi. 
b. Penyedia jasa atau pemborong, yaitu orang perseorangan atau badan usaha 
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pemborongan atau jasa 
konstruksi. 
c. Pelaksana, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang 
mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Pada umumnya 
penyedia jasa sekaligus merupakan pelaksana dalam pekerjaan jasa 
pemborongan. 
d. Pengawas, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang 
mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah 
terimakan. 
Selain pihak-pihak tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa 
pemborongan juga terdapat pihak perencana yaitu penyedia jasa orang 
perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang 
perencanaan jasa pemborongan atau jasa konstruksi yang mampu mewujudkan 
pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik 
lain. Penunjukan perencana ini dalam prakteknya dilaksanakan melalui 
pelelangan tersendiri yang dilakukan sebelum pelelangan dalam rangka 
pemilihan penyedia jasa. 
3. Hak dan Kewajiban Kontrak Jasa Konstruksi  
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Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah  
menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. 
Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan 
oleh pihak lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua 
pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masing-
masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas 
dan merupakan prestasi yang harus dilakukan.  
Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan 
konstruksi,sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam 
Pasal 18 ayat (1) UUJK, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak 
mencakup : 
1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat  
ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami. 
2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan 
pemilihan. 
3. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi.36 
 
      Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup : 
1. Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk 
disampaikan kepada pengguna jasa. 
2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan. 
Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan 
menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. 
Informasi yang dimaksud merupakan doumen secara lengkap dan benar yang 






dapat melakukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dalam kontrak 
pengadaan barang/ jasa oleh Pemerintah, kontrak tersebut merupakan 
perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/ 
jasa. 
Jika mengacu pada rumusan ini maka pejabat yang mewakili pemerintah 
dan karenanya berwenang menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK. 
Pejabat inilah yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari kontrak yang 
ditandatangani. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat lampiran tentang 
Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan, dimana dalam lampiran tersebut 
terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 
PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi: 
1. Hak dan kewajiban PPK : 
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia. 
b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan  
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 
c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam 
kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia. 
d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan kontrak. 
    2. Hak dan kewajiban Penyedia : 
a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan dalam kontrak. 
b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan  prasarana 




c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK 
d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan 
dalam kontrak. 
e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 
pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK. 
f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 
g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai 
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan 
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya  akibat kegiatan 
penyedia.37 
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi 
• Musyawarah/Mufakat 
Musyawarah berasal dari kata ‘syawara’ yaitu berasal dari Bahasa 
Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan 
mengajukan sesuatu. Jadi musyawarah adalah suatu upaya untuk 
memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil 
keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang 
menyangkut urusan keduniawian. Musyawarah adalah bagian dari 
demokrasi. Cara pemungutan suara cenderung dipilih oleh sebagian 
besar negara demokrasi karena lebih praktis,menghemat waktu dan 
lebih sederhana daripada musyawarah yang berbelit-belit.Yang 
dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah bahwa setelah 
bermusyawarah, mufakat itu bisa tiga jenis: 
1. setuju untuk bersetuju 
2. setuju untuk tidak bersetuju 
3. setuju untuk menunda sebuah persetujuan 
 
37 www.landasanteori.com › Hukum Perdata   
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Dengan musyawarah maka akan mudah mendapatkan solusi yang 
terbaik untuk kepentingan bersama dan tercapai kesepakatan yang 
memuaskan banyak pihak. Solusi ini dapat memberikan dampak yang 
positif bagi kepentingan bersama, baik pimpinan maupun anggotanya.  
• Mediasi 
 Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh 
mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan 
sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan 
yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. 
Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, 
maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu 
gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.Segala 
sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar 
Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan 
adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari 
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 
2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat 
banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA 
tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga 
berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan 
permasalahan dalam PERMA tersebut. Latar Belakang mengapa 
Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh 
mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. 
Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di 
Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut : 
• Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah 
penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri 
sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus 
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diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat 
diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh 
upaya hokum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari 
kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan 
mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh 
hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan 
penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. 
Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan 
pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak 
yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. 
Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang 
mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. 
• Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian 
sengketa yang lebih. cepat dan murah dibandingkan dengan proses 
litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang 
membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat 
dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika 
didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan 
pertama bahwa jika prkara diputus, pihak yang kalah seringkali 
mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga 
membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat 
memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di 
Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi 
Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan 
dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat 
menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang 
mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti 
yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering 
menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk 
penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian alternative 
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dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. 
• Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses 
bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan 
tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga 
melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan 
diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, 
melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh 
seorang penengah yang disebut mediator. 
Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh 
proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa 
sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap 
perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian 
yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum 
acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk 
terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus 
dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang 
lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang 
memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari 
dan menemukan hasil akhir. 
D. Dasar Pertimbangan Hakim 
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang 
diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya 
mengenai hal-hal sebagai berikut :38 
1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.  
 
38 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74 
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2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 
itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 
dipidana. 
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 
Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, 
ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, 
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.39 Syarat sah nya 
suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan 
dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh 
hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur 
dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak 
memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. 
UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim 
untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan 
hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh 
terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur 
dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, 
 
39  Pasal 195 KUHAP 
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yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. 
Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan 
sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar 
pertanyaan (the four way test) berupa:  
1. Benarkah putusanku ini?  
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?  
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?  
4. Bermanfaatkah putusanku ini?  
Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan 
hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah 
melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat 
hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan 
memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih 
proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.40 
Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana 
terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas 
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  
Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib 
menjaga kemandirian peradilan.  
Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar 
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud 
dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. 
Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 
2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: 
 




“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari 
peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan 
dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam 
masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam 
melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang 
diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan 
kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting 
lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :  
1. Surat 
2. Petunjuk  
3. Keterangan terdakwa  
4. Keterangan Saksi 
5. Keterangan Ahli 
Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :  
1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,  
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan, 
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat.  
Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut : 
a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan 
kasus atau perkara. 
b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani 
dari hakim itu sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih 
rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman 
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yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan 
Undang-Undang. 
Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut.  
Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 
dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 
suatu perkara, yaitu sebagai berikut:41 
1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah 
keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan 
kepentingan pihakpihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan 
diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan 
putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang 
wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim 
akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, 
dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara 
pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih 
ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. 
3. Teori Pendekatan Keilmuwan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran 
bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan 
penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan 
terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.  
4. Teori Pendekatan Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-
hari. 
5. Teori Ratio Decindendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang 
mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan 
pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai 
 
41 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. Hal 102. 
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dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus 
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 
6. Teori Kebijaksanaan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk 
membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak 
dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan 
bangsanya. 
Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus 
dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van 
Apeldoorn, hakim haruslah:42 
1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-
kejadian konkrit dalam masyarakat. 
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. 
Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin 
keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim 
memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut : 
1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan 
perbuatan yang dituduhkan kepadanya, 
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan 
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 
dan dapat dipidana. 




42 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 





Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap 
perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak 
terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada 
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap 
telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga 





















GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SLAWI DAN DESKRIPSI 
PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI 
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw TENTANG PERKARA GUGATAN 
WANPRESTASI ATAS KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA 
CV.RAFFI PERSADA DAN PEMDA SLAWI 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Slawi 
 
Sebelum adanya Pengadilan Negeri Slawi dahulu para pencari keadilan di 
Kabupaten Tegal di layani oleh Pengadilan Negeri Tegal. Semakin banyaknya 
para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tegal mulai kewalahan untuk 
menangani perkara – perakara yang masuk. Dan akhirnya didirikan Pengadilan 
Negeri Kab. Tegal di Slawi yang sekarang bernama Pengadilan Negeri Slawi. 
Terletak di Jl. A. Yani No. 99, Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 
Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi didirikan pada tanggal 28 Juli 1982.  
Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 
M.06.AT.01.10.1982, tanggal 28 Juli 1982, yang menyatakan Pengadilan Negeri 
Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Slawi dengan daerah hukum yang 
meliputi daerah tingkat II Kabupaten Tegal dikurangi Kecamatan – Kecamatan 
Sumur Panggang, Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi. Dan di golongkan dalam 
Pengadilan Negeri Klas II.  
Kemudian pada tahun 1989 Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi 
berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Slawi Klas II. Hal ini tertuang dalam 
Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08-PR.07-02 Tahun 1989, 
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tanggal 19 Desember 1989, dalam Lampiran keputusan berbunyi : Nama 
Pengadilan Negeri Slawi, Kelas II, Wilayah hukum Kabupaten Tegal. 
Dari awal berdiri banyak perkara-perkara yang masuk dan terselsaikan 
dengan baik. Hingga pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Slawi resmi menjadi 
Pengadilan Negeri Klas I B. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah 
Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017, tanggal 09 februari 2017. Untuk wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Slawi Klas I B meliputi seluruh wilayah Kabupaten 
Tegal kecuali Kec. Kramat dan Kec. Dukuhturi. Semoga Pengadilan Negeri Slawi 
menjadi pengadilan yang agung. 
 
2. Visi-Misi Pengadilan Negeri Slawi 
Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan 
Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap 
pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai 
peraturan terkait lainnya, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-
baiknya maka Pengadilan Negeri Slawi perlu menerapkan Visi dan Misi agar  
dapat dijadikan acuan untuk menyelenggaran dan memberikan pelayanan publik 
bagi pencari keadilan dan masyarakat: 
a. Visi 
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Slawi Sebagai Badan Peradilan Indonesia 
Yang Agung”. 
b. Misi 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi. 
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada 
pencari keadilan. 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi. 






































Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Purwodadi 
sebagai berikut: 
1. Ketua Pengadilan Negeri  
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 
keuangan rutin/ pembangunan. 
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugass dan 
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim 
maupun seluruh karyawan.  
c. Sebagai kawal Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan 
atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan 
pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya  
d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 
keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta 
berkas perkara.  
e. Menetapkan panjar biaya perkara: dalam hal penggugat atau tergugat 
tidak mampu, ketua dapat memberikan izin untuk beracara secara prodeo 
atau tanpa membayar biaya perkara.  
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan 
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 
b. Mewakili ketua bila berhalangan.  
c. Melaksanakan delegasi intern untuk mengamati apakah pelaksanaan 
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang 
berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.  
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3. Hakim Pengadilan Negeri  
a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara 
yang diajukan kepadanya.  
b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan 
dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan 
agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  
4. Panitera  
a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan  
b. Panitera dengan dibantu oleh wakil penitera dan panitera muda harus 
menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara 
perdata dan pidana maupun situasi keuangan.  
c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, 
akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat 
bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.  
d. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh 
Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.  
5. Panitera pengganti  
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata atau pidana serta 









6. Sekretaris  
a. Tugas pokok  
Bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, dan 
mengatur Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan dan 
Kasubag Perencanaan, dan Pelaporan.  
 
b. Fungsi  
1) Membantu sekretaris didalam melaksanakan tugasnya dalam 
memimpin sekretariatan di Pengadilan Negeri.  
2) Membina secara langsung pelaksanaan administrasi umum antara lain 
ketertiban pengeloalaan kepegawaian, keuangan DIPA, pengisian 
register, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan pembuatan laporan 
periodik lainnya. 
7. Jurusita  
a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan 
oleh Hakim Ketua Majlis.  
b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-
teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.  
c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.  
d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan 
kepada pihak-pihak terkait.  
 
B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Nomor  
 
Hakim yang mengadili perkara 
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Hakim Ketua  : Rizqa Yunia,S.H. 
Hakim Anggota : 1. Diana Dewiani,S.H. 
            2. Eva Khoerizqiah,S.H. 
1. Dalam Duduk Perkaranya 
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi 
pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah 
mengajukan gugatan sebagai berikut : 
 
1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk 
Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di 
Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan 
Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 
050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai 
Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar 
Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu 
rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas 
dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran 
Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar 
Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu 
juta rupiah), yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam 
Kontrak berlaku asas universal yaitu asas pacta sunt servanda.Perubahan 
Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum) yang ditandatangani 
oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD Kec. Bojong-
Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO selaku 
Pengawas Lapangan serta Penggugat. 
2. Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang 
selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada 
intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK 
dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau 
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konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi 
pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas 
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara a 
quo yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu 
Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan. 
3. Bahwa pada dasarnya asas pacta sunt servanda berkaitan dengan kontrak 
atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: 
perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak 
yangmembuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap 
kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan perbuatan melanggarjanji 
atau wanprestasi. Pengaturan tentang asas pacta sunt servanda pada hukum 
positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua 
persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
4. Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas 
nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 
050/03.1/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui 
dan menyetujui penandatanganan Kontrak tersebut. 
5. Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa 
Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat 
adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yangterbagi dalam 38 
segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m denganlebar 3m. 
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat 
Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, 
Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan 
selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 
September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015. 
7. Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak 
yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah 
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menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari 
Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis. 
8. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 terdapat adanya surat yang belum 
ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala 
Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/ Tes. KTB / XI / 
2015. Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat 
yang menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di 
Sumbaga- Carul Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) 
sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm 
yang diuji adalah 259,80 kg/cm², yang mendasarkan pada Lembar Kerja 
Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF 
HIDAYAT (Staf Bina Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada 
Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27 
Nopember 2015. 
9. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menyampaikan 
surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XII/2015 Perihal Permohonan 
Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan 
Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat 
tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai 
waktu yang ditentukan dalam SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 
dan selesai tanggal 30 Nopember 2015. 
10. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dalam rangka Serah Terima 
Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan 
Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 
2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta 
telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah 
mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 
Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik 
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Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 
Desember 2015. 
 
2. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi 
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana dikemukakan diatas. 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turu Tergugat  I 
dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Tergugat V mengajukan 
jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas: 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan 
mempertimbangkan pokok perkara (bodemgeschil) dari perkara a quo maka 
Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah gugatan dari 
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengenai kewenangan (kompetensi) 
mengadili baik secara absolut sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 
134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 
HIR. 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap 
jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada yang 
mempermasalahkan tentang kewenangan (kompetensi) mengadili dalam perkara a 
quo akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo secara ex officio memiliki 
kewenangan dan wajib untuk memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan oleh 
Penggugat terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili sehingga jika 
memang ada akan tetapi Tergugat ataupun Para Turut Tergugat tidak 
mempermasalahkan maka Majelis Hakim harus memutus perkara tersebut terlebih 
dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah Majelis Hakim teliti 
secara cermat gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada masalah 
dengan persoalan kewenangan mengadili baik secara absolut sebagaimana 
ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 133 HIR. 
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Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada 
permasalahan tentang kewenangan mengadili maka selanjutnya Majelis Hakim 
sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan 
cermat terhadap syarat formal dari surat gugatan Penggugat a quo sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 120 HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR jo. 
Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV. 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap 
jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa 
Hukumnya, dan Turut Tergugat V yang diajukan atas gugatan dari Penggugat 
tersebut, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa 
Hukumnya, dan Turut Tergugat V ada mengajukan keberatan Gugatan Penggugat 
Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) terkait tentang pihak yang digugat dalam 
perkara a quo khususnya dari Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V karena 
dalam jawabannya Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 
II dan Turut Tergugat V mendalilkan kalau Penggugat telah salahdalam menarik 
pihak yang digugat karena dalam hal ini Pengggugat telah menggugat Tergugat, 
Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secara pribadi mengingat kedudukan 
Tergugat dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama Pejabat 
Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama 
TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA, kedudukan Turut Tergugat V dalam 
perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama tim Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama 
LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, DAN 
NOPENDI, kedudukan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo adalah bertindak 
untuk dan atas nama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tegal selaku 
Pengguna Anggaran bukan atas nama Ir.SUHARMANTO, karena pihak yang 
ditarik tidak tepat maka gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur 
libel). 
Bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalam jawabannya 
Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscuur libel) 
tanpa adanya pernyataan yang menunjukkan bagian mana dari Gugatan Penggugat 
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yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah 
tepat dan benar dengan mengajukan Sdr. TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA 
sebagai pihak (Tergugat) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Tergugat 
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal 
menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan 
Konstruksi bersama dengan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. 
LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, dan 
NOPENDI sebagai pihak (Turut Tergugat V) bukan selaku pribadi karena 
berkaitan tindakan Turut Tergugat V menandatangani Berita Acara Pemeriksaan 
Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan selaku 
PPHP, Sdr Ir. SUHARMANTO sebagai pemangku jabatan bukan selaku pribadi 
karena berkaitan tindakan Turut tergugat IV mengetahui dan menyetujui 
penandatangan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi. 
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat dan Kuasa Turut 
Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik terkait penyebutan mantan 
untuk Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terhadap hal tersebut 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; 
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim kapasitas 
Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara aquo tidak 
dapat dipisahkan dengan kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku 
Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket 
pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan 
Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015, 
dan sebagaimana bukti T-2, TT.I-2,TT.II-2,TT.V-2, T-3, TT.I-3, TT.II-3, TT.V-3 
dan T-6, TT.I-6, TT.II-6, TT.V-6 diketahui secara hukum bahwa Tergugat, Turut 
Tergugat IV, dan Turut Tergugat V masing-masing merupakan Pejabat Pembuat 
Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku 
Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket 
pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan 
Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015. 
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Secara organisasi tugas dan tanggung jawab ada pada Pejabat Pembuat 
Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku 
Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga apabila 
Penggugat bermaksud menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut 
Tergugat V dalam perkara a quo maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari 
kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, dan 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); 
Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menyebut istilah mantan 
pada jabatan, namun dengan sudah berakhirnya proyek dan tahun anggaran maka 
jabatan tersebut telah lepas dengan orang yang bersangkutan. Namun 
dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak 
bisa serta merta dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melainkan juga dikaitkan dengan Surat 
Keputusan yang dikeluarkan. Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 050/03.1/I/2015 memuat nama 
Tergugat Teguh Dwijanto R., ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal 
Tahun 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka 
jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah lepas dari Tergugat. 
Turut Tergugat IV Ir. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan 
di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015. Namun dengan sudah 
berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat IV sebagai 
Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK 
Bumijawa tahun anggaran 2015 telah lepas dari Turut Tergugat IV. Turut 
Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Tegal Nomor 05/453/IV/2015 memuat nama Turut Tergugat V Lasam ST, 
Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nopendi dan memuat jabatan Turut 
Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran 2015. 
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Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut 
Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah lepas dari Turut 
Tergugat V. Pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat IV serta 
Turut Tergugat V sudah tidak lagi menjabat karena Pekerjaan Pengaspalan di 
Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 sudah berakhir sehingga 
menurut Majelis Hakim penyebutan mantan, nama, dan jabatan sebagai pihak 
Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V sudah jelas dan tepat. 
Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka 
terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan 
Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V tidak 
beralasan hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya keberatan 
tersebut harus ditolak. 
Menimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, 
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut 
Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis 
Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gugatan Penggugat. 
 
3. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi 
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw  
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan: 
Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) Reglement op de 
Burgerlijke Rechtsvordering (RV) junto Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesische 
Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 120 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) 
juncto Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 134 
Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 a Herziene 
Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 b HerzieneIndonesische 
Reglement (H.I.R.), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1321 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1323 Kitab Undang- Undang Hukum 
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Perdata juncto Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 
1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1337 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum 




Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut 
Tergugat V 
DALAM POKOK PERKARA 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan 
yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus 
tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD 
Kabupaten Tegal; 
4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut 
Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan 
perkara ini; 
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; 
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya 
perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah 
Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); 
Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh 
kami RIZQA YUNIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIANA DEWIANI, S.H. 
dan EVA KHOERIZQIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada 
hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan 
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Soeprapto, 
S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri oleh 
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KuasaHukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I Turut 
Tergugat II, Turut Tergugat V (kecuali Tarmudi) tanpa dihadiri oleh Turut 
























ANALISIS PUTUSAN TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN 
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA 
KONSTRUKSI ANTARA CV.RAFFI PERSADA DENGAN 
PEMERINTAH DAERAH SLAWI 
 
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi 
Putusan MA No.8/Pdt.G/2019/PN Slw 
 
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana 
kekuasaan kehakiman yang membawahi 4(empat) badan peradilan dibawahnya 
yaitu peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer dan peradilan tata usaha 
negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala 
aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis agar keadilan yang 
diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan 
yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice),keadilan moral(moral 
justice) dan keadilan masyarakat (social justice).43Mahkamah Agung lembaga 
kehakiman Negara menurut Undang-Undang adalah untuk memeriksa dan 
memutus permohonan kasasi,kewenangan untuk mengadili,Peninjauan Kembali 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memutus permohonan kasasi 
pada tingkat Banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan pengadilan.44 
Dalam perjanjian terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya 
wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya digugatnya salah 
satu pihak di Pengadilan, pemutusan perjanjian, ganti kerugian atas wanprestasi 
dan lain sebagainya. Wanprestasinya salah satu pihak terjadi misalnya karena 
salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan menurut 
 
43Achmad Rifa'i, Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum 
Progresif),(Jakarta:Sinar Grafika,2011),hlm.126. 
 
44 Kevin Angkouw,Fungsi Makhamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam 





waktu yang telah ditentukan. Padahal jelas sebelum perjanjian ditanda-tangani 
para pihak telah setuju dengan hal-hal apa saja yang akan menjadi kewajibannya. 
Hal ini menyebabkan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan 
terhadap perjanjian. 
Sedangkan apabila terjadi wanprestasi dari pihak yang memborongkan 
atau debitur, biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila kemudian 
tidak ditemui kata sepakat, maka pihak pemborong akan mengajukan gugatannya 
ke Pengadilan Negeri. Seperti terdapat dalam ketentuan yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak dalam perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata berbunyi : “Syarat 
batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal-
balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” 
Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan 
harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun 
syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban ini dinyatakan dalam 
perjanjian. Sehingga dapat dimintakan pertimbangan majelis hakim mengenai 
sengketa yang terjadi. Tetapi sebelumnya haruslah dilakukan somasi, seperti yang 
dijelaskan di dalam AV (Algemene Voorwaarden in Indonesia), dikatakan bahwa 
pihak yang memborongkan terlebih dahulu memberikan teguran atau penagihan 
agar pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan 
dalam jangka waktu yang telah diberikan. 
Mengenai tata cara pengajuan perselisihan kepada Pengadilan Negeri 
tunduk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagai yang 
tercantum dalam Reglement Indonesia yang diperbarui (HIR Stbl. 1941 No. 44). 
Dalam penyelesaian perselisihan perkara perdata, terdapat pihak penggugat dan 
pihak tergugat. Surat gugatan yang sudah ditandatangani oleh penggugat atau 
wakilnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat 
tinggal tergugat. 
Bahwa terhadap permasalahan tersebut penulis membahas kasus tentang 
Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V 




A. Posisi Kasus 
 
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi 
pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah 
mengajukan gugatan sebagai berikut : 
Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk 
Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. 
Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di 
Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 
050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai 
Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 
270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) 
yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga 
yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 
7 September 2015 berubah menjadi sebesar Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh 
puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya dalam 
Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas 
pacta sunt servanda. Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum) 
yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD 
Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO 
selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat. 
Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak 
yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada 
intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK dapat 
mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan 
pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan 
pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu 
bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara a quo yang di angkat 
menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH 
SARWONO selaku Pengawas Lapangan. 
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Bahwa pada dasarnya asas pacta sunt servanda berkaitan dengan kontrak 
atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: perjanjian 
merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan 
mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada 
perjanjian merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi. Pengaturan 
tentang asas pacta sunt servanda pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 
KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan 
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas 
nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/I/2015 
Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui 
penandatanganan Kontrak tersebut. 
Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa 
Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat 
adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yang terbagi dalam 38 segmen, 
1 segmen adalah sepanjang 5m denganlebar 3m. 
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat 
Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, 
Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 
(sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan 
selesai tanggal 30 Nopember 2015. 
Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak 
yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah 
menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari Pengawas 
Lapangan baik secara lisan maupun tertulis. 
Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 terdapat adanya surat yang belum 
ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang 
Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/ Tes. KTB / XI / 2015. Perihal 
Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang 
menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga- Carul 
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Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 
berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah 259,80 
kg/cm², yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang 
telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT (Staf Bina Program DPU 
Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. 
Tegal) pada tanggal 27 Nopember 2015. 
Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menyampaikan 
surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XII/2015 Perihal Permohonan 
Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan 
Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan, 
Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam 
SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 
2015. 
Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dalam rangka Serah Terima 
Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan 
Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 
yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah 
dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai 
100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik 
Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 
2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ 
BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015. 
Bahwa Kontrak kerja  Penyedia yaitu CV.Raffi Persada dengan Pengguna 
jasa yaitu Pemerintah Daerah Slawi tidak sesuai dengan yang telah diatur dan 
disepakati oleh para pihak. Dengan tidak dilaksanakannya sebagian perjanjian.  
Bahwa pada faktanya penyebab dilakukannya Pemutusan Kontrak secara 
sepihak oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 
40.1 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat (dalil angka 17) dan tidak 
didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1). Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 (dalil angka 18). Bahwa berdasarkan ketentuan SSUK angka 40.1 dan   
64 
 
ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mekanisme 
Pemutusan Kontrak adalah manakala dalam masa pelaksanaan pekerjaan, 
pekerjaan yang harus dikerjakan belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat, 
sedangkan dalam BAPPF dan LHPL telah dinyatakan pekerjaan Penggugat telah 
diselesaikan 100 %.  
Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kontrak secara 
sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan 
tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 adalah merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi, yang 
sangat merugikan Penggugat. 
 Bahwa dengan sepengetahuan Turut Tergugat III, Tergugat dengan 
arogan sewenang-wenang melalui surat Nomor : 050/26/SC/BB/BM/I/2016 
Tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa 
Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tidak Dibayar. 
Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat 
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat adalah salah satu 
bentuk cidera janji oleh pengguna jasa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir 
1.b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi. 
Dimana dalam petitum gugatannya Para Penggugat mengajukan beberapa hal 
yaitu: 
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, 
sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi. 
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan 
yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 275.721.000,00 (dua ratus 
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tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD 
Kabupaten Tegal. 
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa ganti rugi 
Bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 147.731.000,00 (seratus empat 
puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp. 
3.887.000,00 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan 
pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, melalui APBD Kabupaten Tegal. 
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada 
Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
melalui APBD Kabupaten Tegal. 
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut 
Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan 
dalam perkara ini. 
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun 
Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (uit 
voorbaar bij voorraad). 
C. Pertimbangan Majelis Hakim 
Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Cv.Raffi Persada) 
melawan Tergugat (Pemerintah Daerah Slawi) Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Slawi dalam pertimbangannya menyatakan: 
Penggugat dalam petitum gugatannya yang menyatakan Tergugat telah 
melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Majelis hakim menimbang 
bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila: 
a. Tidak memenuhi prestasi. 
b. Terlambat memenuhi prestasi. 
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
Majelis Hakim menimbang berdasarkan berdasarkan surat-surat bukti 
yang diajukan Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan 
dalam persidangan perkara a quo baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Para 
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Turut Tergugat maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 
yang kaedah hukumnya menyatakan “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen 
aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak 
dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan 
(Perdata)”. Bahwa terhadap Perkara a quo bukti surat yang berupa fotocopy telah 
dikuatkan melalui keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan 
dan telah ada pengakuan terhadap keberadaan asli daripada bukti surat fotocopy 
tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Surat Tanggapan 
Permohonan Asli Bukti Surat dari Penggugat tanggal 19 Juni 2019 yang dalam 
suratnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Bukti Surat 
Fotocopy yang dimiliki oleh Penggugat sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat 
dan Para Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 
176 HIR, Pengakuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam 
perkara a quo. 
Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa 
Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat 
Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi 
KegiatanPeningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Pekerjaan 
Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa, terhadap hal tersebut 
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 
baik. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan 
yaitu keterkaitan antara bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui 
Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta 
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hukum bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu 
Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. 
Adapun hak dan kewajiban Penggugat adalah menerima pembayaran untuk 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, 
meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, melaporkan 
pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara 
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, 
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian 
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, memberikan 
keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan 
yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan mengambil langkah langkah 
yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi 
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan 
Penyedia. 
Adapun hak dan kewajiban Tergugat adalah mengawasi dan memeriksa 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia meminta laporan-laporan secara 
periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, 
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia 
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, membayar 
pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah 
ditetapkan kepada Penyedia. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat 
P-4 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam 
Posita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan apa yang telah menjadi 
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kesepakatan bersama tersebut sehingga menyebabkan Penggugat mengalami 
kerugian baik materiil maupun imateriil atas perbuatan Tergugat tersebut. 
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang diajukan oleh 
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaimana yang telah diuraikan 
dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat  juga tidak membantah dalil 
gugatan Penggugat mengenai adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat 
sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat zKomitmen yang 
bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal untuk 
melaksanakan paket pekerjaan kontruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan 
Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) dengan 
nilai kontrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua 
Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kesepakatan penyedia harus melaksanakan, 
menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) 
PIK Bumijawa dengan gambar perencanaan yang dimuat dalam Bukti Surat P-38 
dengan panjang 168 meter yang terdiri dari 2 (dua) spot dengan lebar 3 (tiga) 
meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter sesuai dengan materi 
pekerjaan sesuai tercantum dalam kontrak, daftar kuantitas dan harga tersebut. 
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Perubahan Daftar 
Kuantitas Harga (Lampiran Addendum) Nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 
275.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu 
Ribu Rupiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 (seratus delapan puluh 
empat koma sembilan) meter terdiri dari 4 (empat) spot dengan lebar 3 (tiga) 
meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Adapun terhadap 
addendum penambahan pengerjaan pengaspalan dan perubahan nilai kontrak yang 
dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut telah diakui sama dengan yang dimiliki 
oleh Tergugat berdasarkan Surat Tanggapan tanggal 27 Juni 2019 serta dalam 
persidangan Tergugat tidak membantah telah adanya addendum yang 
ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa 
dan Pengawas Lapangan dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kardi dan 
Saksi Bayu Sukoco. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai 
bahwa Nilai Kontrak akhir yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah 
nilai kontrak senilai Rp. 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh 
ratus dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dalam kontrak 
(Bukti Surat P-2) beserta addendumnya (Bukti Surat P-7). 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Perintah Mulai 
Kerja (SPMK), ditetapkan dimulainya pengerjaan pengaspalan pada tanggal 1 
September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal 30 November 2015. Bahwa 
berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 25.1 
telah ditentukan bahwa “apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan 
Kontrak, PPK bersama - sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi 
pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi 
pekerjaan untuk setiap rencana  pembayaran” Adapun berdasarkan Bukti Surat P-
43 Uizet lapangan/pengukuran lapangan pada kondisi 0% dilaksanakan oleh 
Tergugat pada tanggal 23 September 2015 hal ini juga dikuatkan oleh keterangan 
saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah yang menerangkan bahwa 
keterlambatan dimulainya pelaksanaan awal oleh karena Pekerja tidak dapat 
memulai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet lapangan terlebih dahulu oleh 
Pihak Tergugat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai 
bahwa keterlambatan pelaksaan pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul 
oleh Penggugat bukanlah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak penggugat 
sehingga hal ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK yang telah 
disepakati antara Penggugat dan Tergugat. 
Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa 
pekerjaan telah dilaksanakan tidak lewat waktu dan diselesaikan 100% (Seratus 
Persen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan Bukti Surat P-11 sampai 
dengan Bukti Surat P-15 yang juga telah disampaikan kepada Tergugat. 
Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak pernah diberikan peringatan/teguran 
baik secara lisan dan tertulis oleh Tergugat selama melaksanakan pekerjaan yang 
telah disepakati dalam kontrak tersebut. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 
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angka 15 butir ke-4 dinyatakan “Bilamana pengawas lapangan menjumpai 
kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, 
maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan 
kepada PPK untuk diambil tindakan Penghentian Pekerjaan sesuai peraturan yang 
berlaku”. Penggugat juga mendalilkan bahwa “Semua pemberitahuan, 
permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan 
secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan 
melalui surat tercatat, email dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang 
tercantum dalam SSKK” sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 Syarat - 
Syarat Umum Kontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam persidangan. 
Pertimbangan Majelis Hakim terhadap wanprestasi antara penyedia jasa 
dan pengguna jasa. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar 
Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Asas Pacta Sunt 
Servanda terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan 
Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan 
Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK. 
Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 
050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum 
tanggal 7 September 2015. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut 
Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan 
Turut Tergugat IV telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap 
gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, 
maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut 
merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan 
menentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdata). 
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak 
dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti 




• Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati Surat 
Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong 
dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di 
Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 
050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum 
tanggal 7 September 2015; 
• Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan Pengaspalan Jalan di 
Sumbaga-Carul pada tanggal 01 November 2015. 
• Bahwa hasil pekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilakukan 
pemeriksaan hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tim 
PPHP DPU Kabupaten Tega Bahwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak 
oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada 
tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Tergugat Nomor: 
050/22/SC/BB/XII/2015. 
• Bahwa telah dilakukan penolakan pembayaran hasil pengerjaan oleh 
Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada 
tanggal 26 Januari 2016 melalui Surat Tergugat Nomor: 
050/26/SC/BB/BM/I/2016;  Sehingga Majelis Hakim menilai terdapat 
wanprestasi. 
Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Menimbang, bahwa setelah 
Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan 
dalam perkara a quo adalah apakah Tergugat dan Para Turut Tergugat telah 
melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas Surat Perjanjian/Kontrak 
Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun 
Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa 
Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 





B. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN 
Slw  bagi para pihak 
 
Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pemborong adalah 
pemutusan perjanjian secara sepihak disertai dengan ganti rugi. Hal ini juga 
didasari pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang memberikan hak kepada 
pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi untuk dapat melakukan pemutusan 
perjanjian disertai dengan ganti rugi. Menghukum Tergugat untuk membayar 
kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar 
Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu 
rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum Tergugat dan para Turut 
Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung 
renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus 
sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 
Akibat Hukum Wanprestasi pada Surat Perjanjian/Kontrak Untuk 
Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. 
Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di 
Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 
050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan 
oleh pihak yang perikatannya tidak dipenuhi oleh pihak lawannya, hal-hal tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan atas prestasi yang 
diperjanjikan sudah terlambat. 
2. Meminta penggantian kerugian, yakni kerugian yang diderita olehnya akibat 
keterlambatan atau tidak terlaksananya suatu prestasi atau dilaksanakan tetapi 
tidak sebagaimana mestinya. 
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat 
terlambatnya pelaksanaan perjanjian. 
4. Melakukan pembatalan perjanjian. 
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5. Melakukan pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat 
terlambatnya pelaksanaan perjanjian. 
Adapun hukuman atau akibat-akibat  yang harus diterima oleh pihak 
pemborong akibat kelalaiannya adalah sebagai berikut: 
1. Membayar Kerugian yang Diderita (Ganti Rugi). 
2. Pembatalan Perjanjian. 
3. Peralihan Risiko. 
4. Membayar Biaya Perkara. 
Selain itu, akibat wanprestasi dalam perjanjian pemborongan juga diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi.  
Dalam kasus ini, akibat wanprestasi yang harus diterima oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak 
oleh CV.Raffi Persada disertai dengan  penggantian ganti rugi. Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi  pertimbangan mengacu pada ketentuan 
Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim 
menyatakan bahwa pemutusan perjanjian  pemborongan yang dilakukan oleh 
Cv.Raffi Persada adalah sah menurut  hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Tegal selaku  pihak pemborong terbukti telah melakukan tindakan 
wanprestasi berupa transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian 
diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw. 
Apabila ditinjau dari segi hukum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Slawi yang  menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan tersebut 
adalah sah dan pemborong terbukti telah melakukan wanprestasi adalah benar, hal 
ini didasarkan dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan 
pada Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1611 KUH Perdata, dan Pasal 35 ayat (2) 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang memang secara jelas memberi kewenangan bagi 
salah satu pihak untuk melakukan pembatalan perjanjian apabila pihak lainnya 
tidak dapat memenuhi kewajiban dan wanprestasi. Secara hukum, memang benar 
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bahwa pemborong telah terbukti  melakukan tindakan wanprestasi, sehingga 
pertimbangan hakim dalam mengacu dan menerapkan ketiga pasal tersebut tidak 
salah. Akan tetapi, sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dapat lebih 
memperhatikan aspek moril atau aspek kemanusiaan di dalam menjatuhkan 
putusan kepada pemborong. Karena dalam hal ini Hakim memiliki kewenangan 
discretionair untuk menentukan besar kecilnya kerugian yang akan diderita 
pemborong akibat pemutusan perjanjian disbanding dengan wanprestasi yang 
dilakukannya. 
Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi : 
 َٰ ٌَ أ ى َٰ َن ِ ِت إ  ٌ إ ۞إ ٌ ٌَ ي َه ٱنَى ِ َ  ٌ متُم َب م أ  َّلَل يَأ َن ٱ َن ِ ِس أ ا َذا َح َك  َل ٱ دَا ُّ َؤ َن ُت ُم ُس ُك   ٌ  َٰمَ َى 
ح ُك   ٌ د ِل إ  ٱن ِ ب َت ٓۗ َّلَل ِو َِعما َي ِعُظ ُكم ب َن ٱ ِ َع  َ َّلَل َن ٱ ِ إ ِ ِ ًۦۗ ا ا َب ِصٗيسا َكا َن َس ِمي َع  ٌَ ٌٍ ُما  ٨ُِه  
Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha mendengar lagi Maha melihat.” 
Menurut penulis dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam 
memutuskan perkara Nomor Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw tentang ganti rugi. 
Akibat adanya perbuatan wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan baik 
materiil maupun immaterial.  
Dengan demikian, pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang 
memberikan hasil putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw  yang ditetapkan oleh 
majelis hakim. Berkaitan dengan ini,pelaksanaan putusan yang dilakukan kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen yang sudah melakukan wanprestasi adalah putusan 
yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Putusan ini 
masuk kedalam putusan akhir yang bersifat condemnatoir yaitu putusan hakim 
yang memuat dan menghukum salah satu pihak yang berperkara,untuk memenuhi 
prestasi. Pihak yang menerima hukum tersebut untuk memenuhi prestasinya 
dalam perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen,yabg sudah terbukti telah 
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dinyatakan oleh majelis hakim melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk 
memenuhi prestasinya yang belum dilaksanakan kepada CV.Raffi Persada. 
 Menurut pendapat peneliti,analisa kasus putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN 
Slw,dalam Prespektif Hukum Islam agar setiap tindakan yang merugikan orang 
lain supaya diberikan ganti rugi yang setimpal. Agar dapat terwujudnya ḏaman 
(tanggung jawab akad). Justru dengan adanya kerugian (aḏ-ḏarar) inilah yang 
menjadikan ḏaman (tanggung jawab akad) diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. 
Dasar dari adanya ḏaman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam 
yaitu ر ُر َض َّال  kerugian dihilangkan” konsepsi kaidah ini memberikan ”ل ُزاُ َي 
pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar (tidak menyakiti), baik oleh 
dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan 
bahaya (menyakiti) orang lain kaitannya dengan ḏaman bahwa kerugian 




















A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya,maka 
peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Pertimbangan Hakim mengenai hasil Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN 
Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja 
Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. Berdasarkan 
pada bukti yang telah dikemukakan oleh penyedia jasa yakni C.V Raffi 
Persada dan para saksi yang terkait di dalam perkara ini. Pengguna jasa 
telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani 
dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan 
pembayaran dalam  penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada.Menurut Pasal 
1238 KUH Perdata. Bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian dalam 
pembayaran  yang dilakukan pengguna jasa yang harus dilakukan 
pembayaran ganti rugi karena telah melanggar perjanjian yang telah 
disepakati sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang jasa konstruksi mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa 
yang di perjanjikan harus pertanggung jawab memenuhi hak dan 
kewajiban pembayaran jasa konstruksi serta pembayaran ganti rugi 
tersebut agar sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.Hak dan kewajiban 
di dalam ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus 
di pertanggung jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia 
jasa dan pengguna jasa tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam 
perjanjian. Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sudah tepat 




2. Akibat Hukum yang harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh 
CV.Raffi Persada disertai dengan  penggantian ganti rugi. Membayar 
kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat 
sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua 
puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum 
Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara 
yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp. 
2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi  pertimbangan 
mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar 
putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan perjanjian  
pemborongan yang dilakukan oleh Cv.Raffi Persada adalah sah menurut  
hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku  pihak 
pemborong terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi berupa 
transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian diperkuat 














B. Saran  
Saran yang diberikan terkait pembahasan dalam skripsi ini yaitu : 
1. Perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang 
terkait pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan,baik dari alat,bahan 
dan perkiraan besarnya biaya,sehingga pembayaran proyek dapat 
diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun 
dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Kontrak kerja 
konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan 
konstruksi,yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan 
perencanaan,pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan dalam 
pelaksanaannya.Dan mematuhi terkait perjanjian jasa pemborongan.Hal 
tersebut dapat mencegah terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaannya.  
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan suatu proyek 
pembangunan konstruksi jalan agar lebih bijak dalam memperhatikan 
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